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Abstrak 

Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayatt3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Negara hukum yang dimaksud di sini berartiibahwa negara yang,menegakkan 

supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap 

negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsipddasar, yaitu supremasi 

hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak 

bertentangan dengan hukum. Secara konsepsional, sebagaimana diatur di dalam UU No. 48 

Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat 

dan hakim. Dalam proses penegakan hukum, subjek hukum yang paling utama adalah 

polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan 

oleh beberapa hal di antaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, 

inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. 

Penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri, di 

mana uang dan kenalan bisa mempengaruhiihukum. Adapun metodeeyang digunakan 

dalam penelitianiini adalah metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan 

yaituuberisi teori-teoriiyang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Perluubanyak 

evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai 

penyelewengan hukum yang kian menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran 

yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan 

mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus 

diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak 

berkepentingan lainnya. Karena, baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya 

dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh 

masyarakat dan negara. 

Kata kunci: Penegak hukum, Penegakan hukum di Indonesia. 

 

The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia 
 

Abstract 

In the 1945 Constitution article 1 ayatt3 it says that "Indonesia is a state based on law". The rule of 

law referred to here means that a state that enforces the rule of law to uphold truth and justice. In 

general, in every country that adheres to the rule of law there are three basic principles, namely the 

rule of law, equality before the law, and law enforcement in a way that does not conflict with the law. 

Conceptually, as regulated in Law no. 48/2009, it is explained that law enforcement officers consist of: 

police, prosecutors, lawyers and judges. In the law enforcement process, the main legal subjects are the 

police, prosecutors, judges and lawyers. Legal problems in Indonesia can be caused by several things, 

including the judicial system, legal instruments, inconsistencies in law enforcement, intervention of 
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power, and protection of the law. Law enforcement in Indonesia is still influenced by law enforcers 

themselves, where money and acquaintances can influence the law. The method used in this research is 

literature review research method or literature study, which contains theories that are relevant to 

research problems. There needs to be a lot of evaluation that must be carried out, there must be a clear 

follow-up regarding the increasingly widespread legal irregularities. There needs to be a separate 

assertiveness and a hierarchical awareness of the individuals or groups involved in it. It is necessary to 

instill a strong mentality, an attitude of shame and an establishment of faith and piety which from 

childhood must be given to cadres of leaders and executors of the state apparatus or other interested 

parties. Because, it is good for Indonesian law, good for the nation and bad for the law in this country, 

there are also bad consequences for society and the state. 

Keywords: Law enforcement, law enforcement in Indonesia. 

 

PENDAHULUAN 

Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. Negara hukumyyang dimaksud disiniiberarti bahwa negara yang 

menegakkan supremasiihukum untukkmenegakkan kebenaran dannkeadilan. Secara umum, 

dalamssetiap negara yanggmenganut paham negaraahukum terdapatttiga prinsip dasar, 

yaituusupremasi hukum (supremacy of law), kesetaraanndihadapan hukum (equality before the 

law), dannpenegakan hukum denganccara yang tidak bertentanganndengan hukum (due 

process of law).  

Roeslan Saleh (1996 : 15) menyatakan bahwa: cita–cita hukum bangsa dan negara 

Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur. Cita–cita hukum itu dinamakan Pancasila. 

Negara Indonesiaadalam mencapaiicita hukumnya, sesuaiipada Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik ,yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya . Dengan begitu bahwa sikap kebijakan dan 

perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan 

sesuai dengan hukum. 

Hukum diiIndonesia yang bisaakita lihat saatiini bisa dikatakannsebagai hukum 

yangttebang pilih, mengapa? Mungkinnkita seringgmendengar bahwa hukumiitu selalu 

tajamuuntuk masyarakattbawah sedangkan tumpulluntuk masyarakattatas. Mengapa 

iniibisa terjadi? Sebenarnya permasalahanhhukum di Indonesiaadapat disebabkan oleh 

beberapa halldiantaranya yaituusistem peradilannya, perangkatthukumnya, 

inkonsistensiipenegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupunnperlindungan hukum. 

Berdasarkan hasillsurvey yang dirilis Indonesian Political Opinion (IPO) padaabulan 

Oktober 2020 tingkattketidak puasan masyarakattterhadap hukum mencapai 64% 

tertinggiipada bidang lain. Performaapemberantasan korupsiimenjadi penyumbangtterbesar 

buruknya penegakanhhukum. Beberapa faktor yanggmempengaruhi penilaian publik, 

diantaranyaaadalah pemberantasannkorupsi 62%. 

Berbagaiikesenjangan hukumiitu nampak dialamiioleh masyarakattbawah dan 

masyarakattatas sepertiisalah satu contohhdimana kasusspesta anakkulama yang 
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masanyaahadir sangattbanyak di masa pandemiidijerat hukum sementara 

masyarakattkalangan atassseperti kasus artissyang menikahkannanaknya yang 

dihadiriipejabat negaraamalah tidak tersentuhssama sekaliidengan hukum. Padahal sama-

samaadilaksanakan ditengahppandemi. 

Beberapaccontoh lainnyaitu adanya tersangkaakasus BLBIiyang di SP3 oleh KPK 

sehinggaadia bebasspadahal negara dirugikan 4, 5 triliunllebih sementara masyarakat 

kecillyang mencuri 3 buahhkakao harus divonis hukumppadahal kerugian yangdditaksir 

tidak seberapa. Dari beberapa kasus di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa 

penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh penegakkhukum itu sendiri, di 

mana uang dan kenalan bisa mempengaruhiihukum. 

 

METODE  

Adapunimetode yang digunakanidalam penelitian iniiadalah metode penelitian 

kajianipustaka atau studiikepustakaan yaituiberisi teori-teoriiyang relevan denganimasalah-

masalahipenelitian. Adapun masalahipada penelitian iniiadalah “Peran Penegak 

Hukumidalam Penegakan Hukum Di indonesia”. Adapunijenis penelitian yangidigunakan 

dalam penelitianiini adalah penelitianikepustakaan (Library research), yaituipenelitian 

yangidilakukan melaluiimengumpulkanidata atau karya tulisiilmiah yang bertujuanidengan 

obyekipenelitian atau pengumpulanidata yang bersifatikepustakaan, atauitelaah yang 

dilaksanakaniuntuk memecahkanisuatu masalah padaidasarnya bertumpuipada penelaahan 

kritisidan mendalamiterhadap bahan-bahanipustaka yangirelevan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 

Penegakannhukum adalahssuatu proses untukkmewujudkan keinginan- keinginan 

dalamhhukum agar menjadiikenyataan dan ditaatiioleh masyarakat. MasyarakattIndonesia 

semakin hariimakin mendambakanttegaknya hukum yang berwibawa, untukkmemenuhi 

rasa keadilanndan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakannhukum dapat 

diirumuskan sebagaiiusaha melaksanakan hukum sebagaimanaamestinya, 

mengawasiipelaksanaannya agarttidak terjadiipelanggaran, dan jikatterjadi 

pelanggarannmemulihkan hukum yang diilanggar ituusupaya di tegakkan kembali. 

 MenuruttSoejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yng terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untukkmenciptakan, memelihara, dan 

mempertahankannkedamaian pergaulannhidup. Penegakannhukum terhadap kejahatan 

diiIndonesia merujuk padaapendekatan normaahukum yang bersifat menghukumssehingga 

memberikaneefek jera. Tanpaaperasaan tentrammmaka hasil-hasil pembangunan 

negaraayang menyangkuttberbagai permasalahan akan terasa ada hambatannuntuk 

mencapai kemajuan yang maksimallkarena itu untuk menegakkan hukumddan menjaga 

ketenteramannyaddiperlukan organ yang disebut PenegakkHukum. 

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu 

terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam prosesppenegakan hukum subjek 
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hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum 

dapat ditinjau dariiberbagai perspektiffsebagai individuuatau manusia dengannkualitas, 

kualifikasiidan kulturrkerjanya masing-masingssehingga peran dariipejabat 

penegakkhukum sangattdominan. Selainiitu peran kelembagaan atau institusiipenegak 

hukum dengannmasalah-masalah masing-masinggbelum terinstutisionalisasikan secara 

rasionalldan inpersonal. Di sampingiitu, penegakan hukummmemerlukan keteladananndan 

kepemimpinan sehinggaadapat menjadi penggerak daniinspirator penegakannhukum yang 

pastiidan efektif dalammmencapai keadilan. Integritassdan loyalitas menjadiidambaan bagi 

penegakan hukumyyang menjunjung tinggiisupremasi hukum. Tetapiiironisnya yang 

kerapkaliiterjadi setiap yang berperkara diipengadilan pada umumnyaiingin menang bukan 

untukkmenegakkan keadilanndan kebenaran. 

Peranppolisi, jaksa, hakim dan pengacaraasangat menonjollkarena penegak hukum 

dapattdilihat pertama, sebagaiiorang atau unsurrmanusia dengankkualitas, kualifikasi dan 

kulturrkerjanya masing-masing. Dalamppengertian demikian persoalan penegakannhukum 

tergantungaaktor, pelaku, pejabat, atauaaparat penegak hukumiitu sendiri. Kedua, 

penegakkhukum dapattpula dilihat institusi, badan atauuorganisasi dengan 

kualitassbirokrasinya sendiri-sendiri. Keduauunsur itu harussdipahami secara 

menyeluruhhdengan memperhatikannketerkaitannya dengan setiapuunsur dan faktor-

faktorryang mendukung sebagaiisuatu sistem hukum. Selainiitu perlu diperhatikannadalah 

peningkatannperan dariipenegak hukum dengan meningkatkannmutu dan kualitasnya 

sepertiipeningkatan pendidikan dannprofesi sehingga akanndihasilkan penegak 

hukumyyang profesional dannkalau perlu diberikannsemacam sertifikasi. Termasukkyang 

sangat perlu diperhatikannadalah peningkatan kesejahteraannpenegak hukum sepertiipolisi 

dan lain-lain.  

Faktor yangttidak kalah pentinggdalam penegakan hukum adalah membangun 

peradilannyang bebas agarrterjamin perlindunganndan penegakan hak asasi 

manusiaasecara efektif, adanyaaperadilan yang bebas danttidak memihak sebagaiisyarat 

negaraahukum. Indonesia sebagaiinegara menganuttsupremasi hukum makaabadan 

peradilannharus mandiriidan tidak memihaksseperti yang digariskanndalam UUD 1945.  

Dalammmenyelesaikan kasussfaktor manusia sangattpenting, dan dalam hal 

iniiadalah hakim. Di Indonesia perhatiantterhadap faktorrmanusianya belumbbegitu 

mendapattperhatian misalldengan mempertimbangkanllatar belakangoorangnya, 

pendidikannya sertaafaktor-faktor yanggmempengaruhinya dalammmengambil suatu 

keputusan. Oleh sebabiitu, bentuk pekerjaannyang dilakukan olehsseorang hakim 

merupakannproses yang lebihhbesar. Lembaga kehakimannakan dilihat sebagaiibagian atau 

kelanjutan dariipikiran-pikiran dannnilai-nilai yang berlaku dalammmasyarakat.  

Oleh Satjipto Raharjo, (2011: 27) mengatakan kedudukannya sebagai pemegang 

fungsi dalam suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan 

fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor. 

Banyakkpelanggaran hukumddan ketidak pastiannhukum dilakukan dengannbertindak dan 

bersikap sepertiitidak salah karena belum bisa dibuktikannkesalahannya dalamppengadilan. 

Seperti contohhkasus : 

1. Basar Suyanto dan Kholil mencuriisebuah semangka diituntut 2 bulan 10 hariidi Kediri 

Jawa Timur. 

2. Nenek Meriimenjual petasan di TegallJawa Timur dituntut 5 bulan. 
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3. Aspuri dituntut 5 tahun  karena mengambillkain lusuh dipagarrrumah tetangganya. 

4. Nenek Mimnah mencurii3 buah kakao dituntutt1 bulan di Banyumas Jawa Tengah. 

5. Nenek Asyani dituntutt5 tahun karena mencurii7 batang kayu jatiidi Sutu Buno Jawa 

Tengah. 

Masihhbanyak lagiikasus di indonesia yanggmelibatkan masyarakattmiskin yang 

kebutuhannhidupnya terbatassyang mungkinnperbuatan dannhukumannya tidak 

berkeadilan, walapunnyang namanya melanggarrhukum pasti dikenaiisanksi, namun 

apabilaabisa diselesaikan denganncara kekeluargaan makaiitu akan kelihatan 

manusiawiitanpa harus dibawahhke ranah pidana, dimanaaasas kemanusiaan yang 

dijunjung 

Sementaraiitu jika kita bandingkanndengan kasus besarrseperti kasus korupsi yang 

memakannhak rakyat secaraakeseluruhan demiikeuntungan dan pribadiimasih 

mendapatkan hukumannyang ringan seperti : 

1. Kasus red notice Jiko Candra dimanaaperan jendral polisiidalam hal iniiBrigjen Prasetyo 

dan Napoleon Bonaparte dan Andi Irfan Jaya yangiikut membantu penagangan 

kasusnyaadivonis 2, 5 tahun. 

2. Samsul Nur Salim daniistrinya Itgih Nursalim dengan kerugiannnegara yang ditaksir 

4,5 triliunnBLBI yang kasusnya dihentikan atau di SP3 kan. 

3. Sertaabanyak lagiikasus suap dan korupsiiyang mendapat vonis hukuman ringan. 

Jikaakita berkacaakepada potret penegakannhukum di Indonesiassetelah menilik 

dariiberbagai kasus (menurut penulis) belumlahbberjalan dengan baik, bahkannbisa 

dikatakan buruk. Lemahnyaapenegakan hukum diiIndonesia saat ini dapat tercerminndari 

berbagai penyelesaiannkasus besar yangbbelum tuntas salah satunya praktekkkorupsi yang 

menggurita, namuniironisnya para pelakunyaasangat sedikit yangtterjerat oleh hukum. 

Kenyataanttersebut justru berbandingtterbalik dengannbeberapa kasus yanggmelibatkan 

rakyat kecil, dalam haliini aparat penegakkannhukum cepatttanggap, karena 

sebagaimanaakita ketahuiiyang terlibat kasusskorupsi merupakannkalangan berdasi 

aliasspara pejabattdan orang-orang berduittyang memilikiikekuatan (power) 

untukkmenginterfensi efektifitassdari penegakannhukum ituusendiri. Realitaapenegakan 

hukum yangddemikian sudah pastiiakan mencideraiihati rakyat kecillyang akannberujung 

padaaketidakpercayaan masyarakattpada hukum, khususnya aparattpenegak hukum itu 

sendiri. Sebagaimanaasama-sama kita ketahuiipara pencari keadilannyang note beneeadalah 

masyarakattkecil sering dibuattfrustasi oleh paraapenegak hukumyyang nyatanya 

lebihhmemihak padaagolongan berduit. Sehinggaaorang sering menggambarkan 

kalauuhukum Indonesia sepertiijaring laba-laba yanghhanya mampuumenangkap hewan-

hewannkecil, namunttidak mampu menahannhewan besar tetapiihewan besar tersebutlah 

yang mungkinnmenghancurkan seluruhhjaring laba-laba. Problematikaapenegakan hukum 

yang mengandunguunsur ketidakadilan mengakibatkan adanyaiissu mafia peradilan, 

keadilanndapat dibeli, munculnya bahasa - bahasaayang sarkastissdengan plesetan HAKIM 

(Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHP diplesetkannsebagai Kurang Uang Hukuman 

Penjara, UUD (Ujung-Ujungnya Duit) tidaklahhmuncul begituusaja. Kesemuanyaiini 

merupakan “produk sampingan” dariibekerjanya lembaga-lembaga hukumiitu sendiri. 

Ungkapan-ungkapan iniimerupakan reaksiidari rasa keadilan masyarakattyang 

terkoyakkkarena bekerja lembaga-lembaga hukumyyang tidak profesional maupun 
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putusannhakim/putusan pengadilannyang semata-mata hanyaaberlandaskan pada 

aspekkyuridis. Berlakunya hukum diitengah-tengah masyarakat, mengembanttujuan untuk 

mewujudkannkeadilan, kepastianhhukum dan kemanfaatan dan pemberdayaannsosial bagi 

masyarakatnya. 

Sebagaimanaayang telah kita ketahuiibahwa salah satuupenyebab lemahnya 

penegakannhukum di Indonesiaaadalah masih rendahnyaamoralitas aparattpenegak hukum 

(hakim, polisi, jaksaadan advokat) serta judiciallcorruption yang sudah terlanjur 

mendarahhdaging sehingga sampaiisaat ini sulittsekali diberantas. Adanya 

judiciallcorruption jelas menyulitkannpenegakan hukum diiIndonesia karena para 

penegakkhukum yang seharusnyaamenegakkan hukumtterlibat dalamppraktek korupsi, 

sehinggaasulit diharapkan bisaiikut menciptakannpemerintahan yang baik atau 

gooddgovernance.  

Ketidakmampuannpenegakan hukum diakibatkannprofesionalisme aparat yang 

kurang, sedangkannketidakmauan penegakannhukum berkaittmasalah KKN 

(Korupsi,iKolusi dannNepotisme) yang dilakukannoleh aparatthukum sudah 

menjadiirahasia umum. Terlepassdari dua halldi atas lemahnyaapenegakan hukum 

diiIndonesia juga dapattkita lihat dariiketidakpuasan masyarakattkarena hukum yangnnota 

benenya sebagaiiwadah untukkmencari keadilannbagi masyarakat, tetapi 

malahhmemberikan rasaaketidakadilan. 

Selainllembaga peradilan, ternyataaaparat kepolisian punttidak lepas dari 

penyelewengannhukum. Misalnya saattterkena tilang polisillalu lintas, ada beberapa 

oknumppolisi yang mauuatau bahkantterkadang minta suapaagar kasus iniitidak 

diperpanjang, polisinyaapun mendapatkannkeuntungan materiidengan cepat namunnsalah 

tempat. Iniimerupakan contoh kongkrittdi lingkungannkita. Persamaan diihadapan hukum 

yang selamaiini dikampanyekan olehhpemerintah nyatanyattidak berjalanndengan efektif. 

Hukum yangbberlaku sekarang di Indonesiaaseakan-akan berpihakkkepada segelintir 

orangssaja. Supremasiihukum di Indonesia masihhharus diperbaiki untukmmendapat 

kepercayaannmasyarakat dan dunia internasionalltentunya terhadap sistemhhukum 

Indonesia. Masihhbanyak kasus-kasus ketidakadilannhukum yang terjadiidi negara kita. 

Keadilannharus diposisikan secaraanetral, artinya setiapporang memiliki kedudukanndan 

perlakuan hukumyyang sama tanpaakecuali. Namun, keadaannyang sebaliknya terjadiidi 

Indonesia. Hukumsseakan tajam kebawahhnamun tumpullkeatas.  

Penegakkannhukum dariiaparat kepolisian juga dinilaiisangat kurang, bisa 

dilihattdengan banyaknyaapenilangan kepadaakendaraan bermotorryang berakhir 

denganiistilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) atauubiasa disebuttuang sogokkan. Sertaaada 

pula masalah tentangkkebijakan-kebijakan pemerintahhyang dinilai kurangsserta tidak 

didasariidengan landasannhukum yangttepat. Sepertiikebijakan bagiipengendara 

motorryang diharuskannmenyalakan lampuuutama padaasiang hari yangddinilai 

kurangrrealistis. Karenaamenyalakan lampuupada siang hari sama sajaadengan 

pemborosannenergi, sesungguhnyaacahaya matahariisudah cukup terang bagiipengguna 

jalan. Dan alasannkarena banyaknya terjadiikecelakaan siang hariioleh para 

penggunaasepeda motor tentuubukan karena lampuuatau cahaya yangkkurang. Dengan 

adanyaapemanasan globalldan yang dicanangkan pemerintah tentangssave energy pun 
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dipertanyakannkarena memang menyalakanllampu pada siang hariiadalah 

pemborosannenergi. 

Pemecahannproblematika penegakannhukum di Indonesiaaberbagai realita yang 

terjadiidi era reformasiisampai sekarang terkaittdengan penegakannhukum yang terdapattdi 

Indonesia sudahttidak relevanndengan apa yangttertuang dalam kontitusiinegara ini. 

Indonesiaadengan berbagaiimacam problemttentang anarkisnya paraapenegak hukum, 

hallini sudah tidak sesuaiidengan apaayang dicita-citakan oleh para pendiriibangsa 

terdahulu. Berbagaiihal sudah bergeserrdari amanahhkonstitusi namun kitattidak 

sepantasnyaauntuk menyalahkannsepenuhnya kegagalanttersebut kepadaapara 

penegakkhukum atau pihak-pihakyyang menjalankannhukum karena bagaimanaapun 

masyarakattadalah pemeganghhukum dan tempatthukum tersebut berpijak. Semboyan 

“Bhinneka Tunggal Ika” merupakaneentri yang sangattmenuju masyarakattkewargaan. 

Masyarakattkewargaan pertama-tamaaakan mempersoalkan siapa-siapaayang termasuk ke 

dalam kategoriiwarga atau kewargaanndalam masyarakat. Reformasiihukum 

hendaknyaasecara sungguh-sungguhhmenjadikan “eksistensi kebhinekaan” menjadiiagenda 

dan bagaimanaamewujudkan keedalam sekalian fundamentallhukum. Kalau kitaabelajar 

dariipengalaman, makaasemboyan “Bhineka Tunggal Ika” lebihhmemberi tekanannpada 

aspek ”Tunggal”, sehingga memperkosaeeksistensi pluralism. Demiiketunggalan 

atauukesatuan, pluralism tidak dibiarkanaada. Bertolak dariipengakuan terhadap eksistensi 

pluralism tersebut, maka konflikaadalah fungsionallbagi berdirinyaamasyarakat. 

Konflikkbukan sesuatu yang harussditabukan, sebab mengakuiikebhinekaan 

adalahhmengakui konflik, sebagai sesuatuuyang potensial. 

 Disiniidibutuhkan sebuahhpandangan kritis akannmakna atau artiipenting 

penegakannhukum yangssebenarnya. Selainiitu, dibutuhkaniilmu-ilmu sosial lainnya 

sepertiisosiologi dalammmengidentifikasi masalah-masalah sosiallserta penegakannhukum 

yang adaadalam masyarakattagar dalam pembuatannhukum ke depannya 

dapattmenjadikan kekurangannatau kegagalan di masallalu sebagaiibahan pembelajaran. 

Namunnyang perlu diingattbersama adalahaadanya kesadaranndalam 

pelaksanaaannhukum serta adanyaakeadilan tanpaamemandang suku,aagama, ras, 

sertaabudaya (Mahardika, et.al., 2020), sepertiiyang terkandung diidalam pasal 27 ayat 1 

yang berbunyi sebagaiiberikut: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.” Kemudian yangkkedua, caraauntuk menyelesaikan berbagai 

masalahhterkait halltersebut yakniibagaimana tindakannpara aparattpenegak hukum 

mulaiidari polisi, hakim,jjaksa, sertaapengacara dalammmenangani setiap kasusshukum 

denganndilandasi nilai-nilaiikejujuran, sadarrakan namanyaakeadilan, serta 

melakukannproses-proses hukum sesuaiidengan aturannyang ada diidalam undang-undang 

negaraakita. 

 Bukan hanyaiitu filosofiiPancasila sebagaiiasas kerohanianndan sebagai 

pandangannhidup dalambbertindak ataussebagai pusattdimana pengamalannya 

sesuaiidengan cita-citaadan tujuan negaraakita sebagaimanattelah dijelaskanndalam 

pembukaannUUD 1945 yangtterdapat padaaalinea ke-IV. Hukumsseharusnya tidak 

ditegakkanndalam bentuknyaayang palingkkaku, arogan,hhitam putih. Tapiiharus 

berdasarkanrrasa keadilannyang tinggi,ttidak hanya mengikutiihukum dalam 

kontekssperundang-undangannhitam putih semata. Karenaahukum yang ditegakkan 
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yanghhanya berdasarkannkonteks hitam putihhbelaka hanya akannmenghasilkan putusan-

putusannyang kontroversialldan tidak memenuhiirasa keadilan yang sebenarnya. 

Caraayang ketiga yakniiprogram jangkaapanjang yang perluudilakukan yakniipenerapan 

pendidikannkarakter dalam setiapttingkatan pendidikan.uUntuk mengetahuiitingkat 

keefektifannprogram tersebuttdalam membangun atau menguatkannmental anak 

bangsaaditengah penurunannkualitas sumber daya manusiaabangsa Indonesiattidak 

semudahhmembalikkanttelapak tangan. Namun, perluukita pupuk duluuagar nantinya 

generasi-generasiipenerus bangsattidak salah langkahhdalam mengambillsetiap keputusan. 

Programiini jugaamempunyai implikasiipositif terhadapppenegakan hukum 

yangddijalankan di Indonesiaakarena paraapenegak hukumttelah dibekaliipembangunan 

karakterryang akan melahirkan atauumenciptakan manusiaiIndonesia yanguunggul. Untuk 

cara keempattyakni adanya penghargaannbagi jaksa dan hakimbberprestasi 

yanggmemberikan terobosan-terobosanndalam penegakannhukum di Indonesia.  

Dengannadanya penghargaan iniidiharapkan setiapjjaksa maupunnhakim berlomba 

untukkmemberikan terobosannyang bermanfaattbagi penegakannhukum diiIndonesia. 

Meskipun saattini kepercayaannmasyarakat terhadap aparattpenegak hukummmasih 

sangattrendah. Keberanianllembaga-lembaga hukumbbangsa ini akannmenjadi titik 

cerahbbagi penegakannhukum. Namun selainiitu kesadaran masyarakattdalam 

menaatiihukum akan menjadiihal yang mempengaruhi penegakkannhukum di Indonesia. 

Karenallemahnya penegakannhukum selamaiini juga akibattmasyarakat yangkkurang 

menaatiihukum. 

 

SIMPULAN  

Masalahppenegakan hukum diiIndonesia merupakannmasalah yang sangattserius dan 

akantterus berkembangjjika unsur diidalam sistem ituusendiri tidak ada perubahan,ttidak 

ada reformasiidi bidangiitu sendiri. Karakterrbangsa Indonesia yangkkurang baik 

merupakannaktor utama dariisegala ketidaksesuaian pelaksanaan hukumddi negariiini.  

Perlu ditekankannsekali lagi, walaupunttidak semua penegakannhukum di Indonesia 

tidakssemuanya buruk. Namun, keburukan penegakaniini seakan menutupiisegala 

keselarannhukum yang berjalanndi mata masyarakat. Begituubanyak kasus-kasusshukum 

yang silihhberganti dalamkkurun wakturrelatif singkat, bahkannbersamaan kejadiannya. 

Perluuada reformasiiyang sebenarnya, karenaapermasalahan hukumiini merupakan 

permasalahanndasar suatu negara,bbagaimana masyarakat bisa terjamin keamanannya atau 

bagaimana masyarakattbisa merasakannkeadilan yangssebenarnya, hukumlahhyang 

mengatur semuaiitu, dan perlu digarissbawahi bahwaahukum sebanarnyattelah 

sesuaiidengan kehidupannmasyarakat, tetapiipihak-pihak yangiingin 

mengambillkeuntungan baik pribadiimaupun kelompokkmerupakan penggagasssegala 

kebobrokannhukum di negeriiini. Perlu banyakeevaluasi-evaluasi yanghharus dilakukan, 

harusaada penindaklanjutan yangjjelas mengenaiipenyelewengan hukumyyang kiannhari 

kian menjadi. Perluaada ketegasanttersendiri dan kesadarannyang hierarki dariiindividu 

ataukkelompok yangtterlibat di dalamnya. Perluuditanamkan mentallyang kuat, 

sikappmalu dan pendirianiiman danttakwa yangssejak kecillharus diberikannkepada kader-

kaderrpemimpin dan pelaksanaaaparatur negara atauupihak-pihak berkepentinganllainnya. 

Karena baikkuntuk hukummIndonesia, baikppula untuk bangsanyaadan burukuuntuk 
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hukum diinegeri ini, burukppula konsekuensiiyang akan diterimaooleh masayarakattdan 

Negara. Jadi, penerapanndalam pasall1 ayat (3) UUD 1945 perubahannketiga yangbberbunyi 

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, harussdilaksanakan karena sudahhdemikian 

ketetapaniitu berlaku. Merupakan karekteristikkyang harus tertanamddalam diriipribadi 

ataupun kelompokkkepentingan. Kita harussmalu dengan Undang-Undangttersebut, harus 

maluudengan pendiriibangsa yang relaamenumpahkan darah demi 

memperjuangkannkemerdekaan Indonesia, kitaaharus menghargaiisemua perjuanganiitu 

dengan hallyang tidak dapattmembuat negeriiini malu diimata masyarakattini 

sendiriibahkan dunialluar. Bangsa yang besar tidak hanya berdasarkan luasan wilayahnya 

ataupun betapaabanyaknya jumlahppenduduk, tetapiidengan menghargaiiperjuangan 

paraapahlawan terdahuluudengan menjalankannketentuan hukum yang berlaku 

demiiterciptanya keamanan, ketentramanndan kesejahteraannmasyarakat. 
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